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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

 

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan setelah melakukan analisa 

atau analisis. Berdasarkan pembahasan dan analisis dari studi kasus yang telah 

dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pungutan liar masih harus ditingkatkan dan mendapat 

perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pungutan liar masih harus ditingkatkan dan mendapat 

perhatian khusus karena masih tingginya kasus-kasus pungutan liar yang terjadi di 

berbagai sektor kehidupan masyarakat.  

Kasus-kasus pungutan liar yang telah dipaparkan oleh penulis membuktikan 

bahwa pungutan liar tidak luput dari lingkungan kerja pegawai negeri sipil, aparat 

penegak hukum dan kehidupan masyarakat biasa yang berada diluar lingkungan 

kerja pemerintahan. Semakin meningkatnya kasus, pola perilaku dan pelaku 

pungutan liar dapat menyebabkan hilangnya kredibilitas kepada pelayanan publik, 

aparat penegak hukum dan pemerintah negara maupun menimbulkan rasa saling 

tidak percaya dalam kehidupan sosial pada masyarakat. 
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B. Saran 

 

Saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan 

diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mencarikan solusi 

dengan membentuk sebuah kebijakan yang tegas dan pasti untuk membentuk 

pemahaman akan pungutan liar dalam kehidupan masyarakat sejak dini 

sehingga dapat menanggulangi tindak pidana pungutan liar sebagai kejahatan 

yang telah membudaya. Sosialisasi tentang pungutan liar yang harus dilakukan 

sesering mungkin  sampai pada lapisan masyarakat paling bawah dan pemberian 

hukuman yang berat bagi setiap pelaku pungutan liar agar dapat memberi efek 

jera sehingga kasus pungutan liar dapat berkurang. 

2. Pemerintah dan masyarakat harus bersikap intoleran dan memberikan 

penolakan yang tegas terhadap tindakan-tindakan pidana terkait pungutan liar 

dalam hidup bernegara sekecil apapun. 
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